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Kriminalisas aktivitas pencucian uang, pada dasarnya merupakan respon atas sulitnya mengungkap
kejahatan terorganisir. Hal ini dilakukan karena pelaku menggunakan teknik-teknik pencucian uang untuk
menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Melalui pendekatan anti-pencucian
uang, proses penegakan hukum diarahkan tidak hanya sekedar menemukan pelaku kejahatan, melainkan
juga mencari harta kekayaan hasil kejahatan. Rezim anti-pencucian uang kemudian dianggap sebagai
strategi baru dalam memberantas kejahatan dengan merampas hasil kejahatannya. Tatkala para pelaku
kejahatan dihalangi untuk menikmati hasil kejahatannya, maka diharapkan motivas untuk melakukan
kejahatan juga menjadi sirna. Regulasi anti-pencucian uang di Indonesia, sejauh ini sudah cukup
memberikan panduan kepada institusi yang terlibat dalam implementasi rezim anti-pencucian uang sebagai
bagian dari upaya memberantas kejahatan (tindak pidana asal). Hal ini misalnyatampak dari ketentuan-
ketentuan yang berkenaan dengan upaya penelusuran hasil kejahatan. Misalnyaterkait dengan ketentuan
pelaporan dan analisis transaksi keuangan, upaya mengamankan aset hasil kejahatan dalam ketentuan terkait
dengan penundaan, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, hingga upaya perampasan hasil
kejahatan. Agar dapat memaksimalkan pemberantasan kejahatan, maka perlu adanya kesamaan persepsi
diantara penegak hukum, bahwa kriminalisasi aktivitas pencucian uang merupakan pintu masuk dalam
mengungkap kejahatan. Proses pembuktian harus dilakukan secara efisien dengan menggunakan mekanisme
pembuktian terbalik. Selain itu juga, proses peradilan tindak pidana pencucian uang harus selalu diarahkan
untuk menemukan hasil kejahatan untuk kemudian dirampas atau dikembalikan kepada yang berhak.

...... The criminalization of money laundering activities, essentially a response to the difficulty of uncovering
organized crime. Thisis done because the perpetrators use techniques of money laundering to conceal
wealth obtained from the crime. Through the anti-money laundering approach, law enforcement process
directed not only to find the perpetrators, but also to seek the proceeds of crime. Anti-money laundering
regime is then considered as a new strategy to fight against crime by seizing the proceeds of crime. When
the perpetrators are prevented from enjoying the proceeds of crime, it is expected that the motivation to
commit crimes also be annihilated. Anti-money laundering regulation in Indonesia, so far is sufficient to
provide guidance to the institutions involved in the implementation of anti-money laundering regime as part
of efforts to combat crime (predicate offenses). It can be seen from the provisions relating to the search
effort of criminal proceeds. For instance associated with the provision of financia transaction reporting and
analysis, to secure the assets of criminal proceeds in the provisions relating to delays, termination of the
transaction, blocking, seizure, up to confiscation of proceeds of crime. In order to maximize efforts to fight
crime, we need a shared understanding among law enforcement agencies, that the criminalization of money
laundering activity is an entry point to uncovering crime. Trial process must be done efficiently by using the
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reversal of burden of proof. In addition, the judicial process of money laundering should always be directed
to locate the proceeds of crime, to be seized or returned to those entitled.



